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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Setiap transaksi bisnis harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kebenaran. 

Sebelum menetapkan seorang direktur sebagai tersangka, perlu dilakukan analisis 

mendalam terkait tindakannya. Sebuah perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap seorang direktur, di mana setiap keputusan yang diambil adalah tanggung 

jawab eksklusifnya dan tidak dapat digugat, baik keputusan tersebut menghasilkan 

keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, prinsip business 

judgement rule (BJR) melindungi seorang direktur dalam melakukan transaksi bisnis. 

Prinsip business judgement rule (BJR) diartikan sebagai perlindungan hukum bagi 

direksi perusahaan termasuk BUMN, yang memungkinkan mereka untuk membuat 

keputusan yang tepat, meskipun pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian. 

Implementasi prinsip ini bertujuan untuk mendorong para direksi agar berani 

mengambil keputusan yang sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Asalkan 

keputusan tersebut didasarkan pada prinsip BJR, para direksi tidak perlu khawatir 

tentang risiko hukum, terutama jika keputusan tersebut menyebabkan kerugian bagi 

perusahaan. 

2. Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan 

dalam mengurus Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur 

dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Direksi bertanggung jawab atas tindakan 

pengurusan Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya, sesuai dengan 

maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 

Pertanggungjawaban Direksi merupakan konsekuensi hukum dari pelaksanaan hak dan 

kewajiban mereka dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan Terbatas. Namun, 

Direksi Perseroan Terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pribadi, 

termasuk terkait kebijakan bisnis yang dapat merugikan Perseroan Terbatas, selama 

kebijakan tersebut diambil dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Hal ini 

termasuk dalam asas business judgement rule yang memberikan imunitas hukum bagi 

Direksi, asalkan keputusan tersebut tidak disertai dengan kesalahan perhitungan atau 

kesalahan manajemen yang mencakup salah dalam mengambil kebijakan bisnis atau 

keliru dalam manajemen pengurusan Perseroan Terbatas, karena agar seseorang dapat 
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dipertanggungjawabkan secara pidana (dapat dijatuhi pidana), perlu dilihat apakah 

perbuatan pelaku tersebut:  

a. Memenuhi rumusan delik/tindak pidana (memenuhi semua unsur 

yang terkandung dalam rumusan delik); 

b. Melanggar hukum (tanpa alasan pembenar) dan  

c. Tidak ada alasan pemaaf. 

Meskipun kebijakan bisnis dapat menyebabkan kerugian, business judgement rule 

melindungi Direksi hingga batas tertentu, mengingat tidak semua kebijakan bisnis 

selalu menghasilkan keuntungan bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Dengan 

demikian, business judgement rule berfungsi sebagai alasan penghapus 

pertanggungjawaban pidana pribadi bagi Direksi Perseroan Terbatas dalam 

pengambilan kebijakan bisnis.  

B. Saran 

1. Mengintegrasikan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) dalam Pengelolaan 

Transaksi Bisnis: 

- Dalam konteks transaksi bisnis, disarankan untuk memastikan bahwa setiap 

keputusan yang diambil oleh direksi atau pihak yang berwenang dilakukan 

dengan penuh kehati-hatian dan kebenaran. 

- Sebelum menetapkan seorang direktur sebagai tersangka, sebaiknya dilakukan 

analisis mendalam terkait tindakannya untuk memastikan bahwa keputusan 

tersebut didasarkan pada prinsip BJR. 

- Penting untuk memahami bahwa perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap seorang direktur, dan setiap keputusan yang diambil merupakan 

tanggung jawab eksklusifnya, baik itu menghasilkan keuntungan maupun 

kerugian bagi perusahaan. 

2. Penerapan Asas Business Judgement Rule (BJR) dan Prinsip Hukum Pidana dalam 

Pengelolaan Perseroan Terbatas: 

- Dalam konteks hukum pidana, disarankan untuk memahami dengan baik doktrin 

atau ajaran mens rea, khususnya terkait dengan tindakan yang dianggap bersalah. 

- Direksi Perseroan Terbatas perlu memastikan bahwa kebijakan bisnis yang 

diambil dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. 
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- Sejalan dengan asas BJR, Direksi dapat memanfaatkan imunitas hukum asalkan 

keputusan mereka tidak melibatkan kesalahan perhitungan atau kesalahan 

manajemen yang dapat merugikan Perseroan Terbatas. 

- Meskipun kebijakan bisnis dapat berisiko, prinsip BJR tetap melindungi Direksi 

hingga batas tertentu, mengingat tidak semua kebijakan bisnis selalu 

menghasilkan keuntungan. 

Dengan memperhatikan kedua saran tersebut, perusahaan dapat membangun landasan yang 

kuat untuk pengelolaan transaksi bisnis yang hati-hati, serta menjalankan kebijakan bisnis 

dengan mempertimbangkan prinsip BJR dan memahami implikasi hukum pidana. 
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